
 

 
 

 
 
 

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  
PROVINSI MALUKU 

 
PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR  

NOMOR 12.d  TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI  
PENJABAT KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2018 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 58 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa,  perlu diatur Tata Cara Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penjabat Kepala 
Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian 

Timur; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Seram Bagian Timur. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, 
Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kepulauan Aru di 

Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4350); 
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 
 



5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2092); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah 

Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala 

Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Daerah 
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2017 Nomor 
179); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan 

Pengangkatan Kepala Negeri/Negeri Administratif 
(Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur 
Tahun 2017 Nomor 180); 

 



MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG 

TATA CARA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 
SEBAGAI PENJABAT KEPALA NEGERI/NEGERI 
ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 

TAHUN 2018; 
 

BAB I  
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur; 

2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati beserta 
perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur; 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten 

Seram Bagian Timur; 

5. Pemerintah Kecamatan adalah Camat beserta perangkat kecamatan lainnya 
yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan; 

6. Negeri/Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

7. Pemerintah Negeri/Negeri Administratif adalah Kepala Negeri/Negeri 

Administratif beserta Perangkat Negeri/Negeri Administratif sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan Negeri/Negeri Administratif; 

8. Saniri Negeri/ Badan Permusyawaratan Negeri Administratif yang 
selanjutnya disebut Saneri Negeri/BPNA adalah Lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 

penduduk Negeri/Negeri Administratif berdasarkan keterwakilan wilayah 
dan ditetapkan secara demokratis; 

9. Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saneri 
Negeri/BPNA dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  

setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

10. Penjabat Kepala Negeri/Negeri Administratif adalah seorang pejabat yang 

diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan 
wewenang serta kewajiban Kepala Negeri/Negeri Administratif dalam kurun 

waktu tertentu; 
 

BAB II 

SYARAT-SYARAT PENJABAT KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF 
 

Pasal 2 

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Penjabat Kepala Negeri/Negeri 
Administratif harus memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa; 
2. Berpendidikan paling rendah tamat Strata I (S1) dan memiliki Kompetensi 

Pemerintahan; 

3. Paling rendah berpangkat/golongan Penata Muda/IIIa; 
4. Paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis 

pemerintahan; 
 
 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 3 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar semua orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur. 
 

 
Ditetapkan di Bula 
pada tanggal 23  Agustus 2018 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Diundangkan di Bula 
pada tanggal 23 Agustus 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, 
 

  ttd 
 

 
SYARIF MAKMUR 
 

 
 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 
 

 
CHERLY USMAN, SH 

NIP : 19710209 200604 2 020 
 
 

 
 
 

 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN 2018 N0M0R 355.d 

 
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR, 

 

ttd 
 
 

ABDUL MUKTI KELIOBAS 
 

 


